
SALINAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL,

Menimbang a

b

c

bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan

pemberantasan Korupsi sebaggi upaya untuk mendorong

terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mandailing Natal, perlu dilakukan peningkatan integritas

pengelola dan penyelenggara negara;

bahwa untuk mewujudkan integritas pengelola dan

penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum l(abupa.ten Mandailing Natal, perlu dilakukan

pengendalian terhadap gratifikasi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal

tentang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifftasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing

Natal;

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (kmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor l4O, Tambahan

Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 387 4l
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor

20 Tahun 2001 (Irembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OOl Nomor 134, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4150);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 6, Tambahan tembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan

Umum (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 182, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6109);

4- Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2OO4 tentang

Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor

142, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor

4450);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2OO8 tentang Sistem

Pengendalian Intem Pemerintah (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi

Nasional Pencegahan Korupsi (lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 1O8);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birolrrasi Nomor 10 Tahun 2Ol9 tentang

Perubahan atas peraturan Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Intansi

Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9

Nomor 671);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012

tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal
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Memperhatikan

Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 1153);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015

tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 1695);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Talrun 2O2l

tentang Perubahal Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilhan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Keq'a Komisi

Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2O2O

tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Ke{a

Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik

IndonesiaTahun 2020 Nomor 1236);

:1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor

343/PW.01-SD|LO/2O22 tanggat 20 Mei 2022 perihal

Pembentukan Satuan T[gas Unit Pengendalian Gratifikasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2022;

2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara

Nomor 296lPW.0l-SD/72/2022 tangrqal O9 Juni 2022

perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/ Kota Tahun 2022 ;

3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal Nomor: 438/PW.O1-BA tanggal

10 Juni 2022 tentang Pembentukan Satuan T\rgas

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mandailing Natal
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSI(AN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

MANDAILING NATAL TENTANG SATUAN TUGAS UNIT

PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI

PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN

2022

Menetapkan Susunan Anggota Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Mandailing Natal sebagaimErna tercantum pada L,ampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Tugas, Wewenang, dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian

Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagran

tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Pada saat Keputusan ini berlaku, maka Keputusan Komisi

Pemilihan Umum lGbupaten Mandailing Natal Nomor

l474lW.Ol 11273/2021 Tentang Satuan T\rgas Unit

Pengendalian Gratilikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal tanggal 25 Oktober 2021 dicabut

dan dinyatakan tidak berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Panyabungan
: lO Jtuni2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAE}UPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FADHILLAII SYARIEFSalinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MANDAILING NATAL

SOLEMAN NASUTION

kum SDM,
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LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 439 /Pw.01 I l2l3l2o22
TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MANDAIUNG NATAL TAHUN

2022

SUSUNAN ANGGOTA SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KAEIUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN 2022

NO NAMA JABATAN KEDUDUKAN

1 3 4

I FADHILLAH SYARIEF KETUA KPU PENGARAH

2 MUHAMMAD IKHSAN ANGGOTA KPU PENGARAH

MUHAMMAD YASIR
NASUTION

ANGGOTA KPU
PENGARAH

4
MUHAMMAD HUSEIN
LUBIS

ANGGOTA KPU
PENGARAH

5 AKHIR MADA ANGGOTA KPU PENGARAH

6 SAYUR NASUTION KETUA

SOLEMAN NASUTION
KASUBBAG HUKUM DAN
SDM

SEKRETARIS

R ARDIANSYAH HIDAYAT
KASUBBAG KEUANGAN,
UMUM DAN LOGISTIK

ANGGOTA

9 ZULHAJ|il
KASUBBAG PROGRAM
DAN DATA

ANGGOTA

10 FAISAL BATUBARA
KASUBBAG TEKNIS DAN
HUPMAS

ANGGOTA

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Panyabungan
: 1O Juni 2022

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

MANDAILIN NATAL
dan SDM,Huku

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAEIUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd

FADHILLNI SYARIEF
:L

,SOLEMAN NASUTION

3

SEKRETARIS KPU

\
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LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 439 /Pw.Ol / L2l3l2022

TENTANG SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN

UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TAHUN

2022

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN

GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

1. Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

a. Menerima, mereviuw dan mengadministrasikan laporan penerimaan,

laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan

Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan Suara (PPS)' dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Lingkungan Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal'

b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan

pemberian Gratjlikasi Kepada Komisi Pemberantasan Korupsi Republik

Indonesia melalui sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan umum Republik

Indonesia dan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan umum

Provinsi sumatera utara secara berjenjang, untuk dilakukan analisis dan

penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifrkasi dan usulan kebiiakan

Gratifrkasi kepa.da Ketua Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia

melalui Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan Unit

Pengendalian Gratifikasi Komisi Pemilihan umum Proyinsi sumatera

Utara secara berjenjang;

d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi

kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK),

Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) ;
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e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian

Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara dalam

pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia

Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan

Komisi Pemilihan Umum;

f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi

yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;

g. Meminta data dan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)'

Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) terkait pemantauan penerapan prograrn

pengendalian Gratifikasi;

h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratjfrkasi yang disampaikan oleh setiap

Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia

Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan Suara (PPS)' Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan/atau Pihak Ketiga'

2. Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi :

a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifrkasi di

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal,

Panitia Pernilihan Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan Suara (PPS)' dan

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) ;

b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi Komisi

Pemilihan umum Provinsi Sumatera utara dan/atau Unit Pengendalian

Gratilikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dalam hal

pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panita

Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan

Suara (KPPS);

c. Menerima Laporan penerimaan Gratifikasi;

d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;

e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek

pelaporan penerimaan Gratifikasi;

f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifrkasi

dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi

Pemilihal Umum Kabupaten Mandailing Natal, Panitia Pemilihan
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Kecamatan (PPK), Panita Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok

Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) kepada Unit Pengendalian

Gratifikasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan tembusan

kepada Unit Pengendalian Gratilikasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Sumatera Utara.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

:Panyabungan
: 10 Juni 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL,

ttd
FADHILLAII SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

N MANDAILING NATAL
Hukum dan SDM,

I
ASUTION

Sub

>lt
2


